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PETUNJU PELAI S AAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

DENG N RAHMAT TUHAN Y NG MAHA ESA 

Menim ang 

Menginga 

BUPATI BONDOWOSO 

bah a un uk m lak anakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) 

Pera uran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

s bagairnana telah diubah beb rapa kali, terakhir dengan 

Pera uran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

t n ang P rubah n dua a P raturan Menteri Dalam 

N g ri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, p r)u menetapkan Peraturan Bupati 

g Pe unjuk P laksanaan P nggunaan B lanja Tidak 

T rduga; 

1. Un ang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 

1950 Nomor 1) bagaimana elah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

R publik lndon sia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan 

Lembaran N gara R publik lndon sia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

P n 1 nggaraan N gara ang Bersih dan Bebas dari 

l orupsi Kolu i dan N poti m (Lembaran Negara 

Republik Indon sia Tahun 999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara R publik lndon sia Nomor 3851); 

3. Und ng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ntang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47. Tambahan Lembaran N gara Republik 

lndon sia Nomor 42861 ); 

4. U ndang-Undang ... 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 355)· 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66 Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Tndonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
N gara Republik lndon ia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndon ia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali t rakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon ia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran 
N gara Republik lndon sia Nomor 5601)· 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
P ngelolaan Keuangan Da rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
P laporan Keuangan dan Kin rja fnstansi Pemerintah· 
(Lembaran Negara Repub]ik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan P ngaw san Penyelenggaraan 
Perne1intahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
N gara Repu bill< Indonesia Nomor 6041) · 

12.Peraturan ... 
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12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199)· 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaim.ana telah diubah beberapa kaJi, terakhir dengan 

Pera uran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan l edua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Peng lolaan l uangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)· 

14. P raturan M n ri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Huh.'1.lm Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) · 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAJ SANAAN 

PENGGUNAAN BELANJA TlDAK TERDUGA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso. 

3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 

4 . Selcretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bondowoso. 

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bondowoso. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

elanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan 

Pr ncanaan 

Bondowoso. 

Pembangunan Daerah l abupaten 

8 .Badan ... 

PPD 
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8. Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

selanjutnya disingkat BPKAD adalah Sadan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso. 

9. lnstansi Teknis adalah Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang ditunjuk Bupati 
untuk melakukan kajian dan menyusun Rencana Anggaran 
Biaya (RAB). 

10. Sadan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPBD adalah instansi yang bertugas melakukan 

kajian terhadap peristiwa atau kejadian untuk dapat 
disebut sebagai bencana. 

11. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan 

untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak 

biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan 
gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban 

di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang 

tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian 

atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun 
sebelumnya yang telah ditutup. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso. 

BAB II 

KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA 

Pasal 2 

(1) Belanja Tidak Terduga adalah meliputi belanja untuk: 
a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa; 
b. kegiatan tidak diharapkan berulang; 
c. keadaan darurat; atau 
d. termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan 

daerah tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup. 
(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a adalah untuk tanggap darurat dalam 

rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya 

keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di 
daerah. 

(3)Kegiatan ... 



-5-

(3) Kegiatan tidak diharapkan berulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk 
penanganan dan penanggulangan bencana alam dan 
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan 

dalam hal penanganan dan penanggulangan bencana alam 
termasuk belanja tak terduga apabila Dana Siap Pakai 
(DSP) pada BPBD sudah tidak mencukupi. 

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; 

dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan 
darurat. 

(5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun­
tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didukung dengan 
bukti-bukti yang sah. 

Pasal 3 

(1) · Kegiatan yang tidak termasuk kategori sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tetapi harus dilaksanakan, 

dapat menggunakan dana tidak terduga, yang selanjutnya 
dalam rancangan perubahan APBD digeser ke dalam 
kegiatan, atau dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA) jika Perubahan APBD telah ditetapkan. 

(2) Dalam ha! anggaran belanja tidak terduga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat 
memanfaatkan ketersediaan uang kas (SiLPA tahun 
sebelumnya) dengan analisa dan pertimbangan rasional. 

BAB III 

MEKANISME PENGAJUAN DANA TIDAK TERDUGA 

Pasal 4 

(1) Pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan dengan: 

a.penanganan ... 
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a. penanganan bencana alam, barus didabului dengan 
laporan kejadian oleh pemerintah desa kepada Bupati 
melalui Camat; dan 

b. kegiatan yang mendesak, barus didahului dengan adanya 
laporan Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
Bupati memerintahkan Instansi Teknis untuk melakukan 
kajian sekaligus menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

bersama dengan instansi terkait. 
(3) Berdasarkan basil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) Bupati memerintahkan: 
a. Kepala BPBD untuk menyiapkan Surat Pernyataan 

Bencana, apabila berdasarkan basil kajian teknis 
merupakan akibat bencana; dan/atau 

b. Kepala BAPPEDA untuk menyiapkan Keputusan Bupati 
yang mengatur penetapan dan pengelolaan kegiatan yang 
didanai anggaran tidak terduga. 

( 4) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
mengeluarkan anggaran dana tak terduga. 

BAB IV 

PENYALURAN DANA TIDAK TERDUGA 

Pasal 5 

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (3) buruf b, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama 
Bupati memberitahukan kepada Perangkat Daerah yang 
ditunjuk Bupati untuk melaksanakan kegiatan yang didanai 
dengan anggaran tidak terduga. 

BABV 

PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 6 

(1) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan mendesak 
yang dikeluarkan sebelum perubahan APBD diakomodir 
dalam perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan. 

(2) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan yang 
mendesak yang dikeluarkan setelah perubahan APBD 
dilaporkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD. 

Pasal 7 ... 
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Pasal 7 

(1) P nggungja, aban peng lol an dana tid terdug 
m njadi k wajiban p rangk d rah ang di unjuk un uk 

menerima dana tidak terduga. 

(2) P r anggungjawaban pelak aan dana tidak terduga 

dilaksanal an berd l an p ra uran p rundang-undangan. 

(3) Kepala Perangkat Daerah ang melaksanakan kegiatan dari 

dana tak rduga men ampaikan laporan 

p rtanggungjawaban kepada upati m lalui PPJ D paling 

lambat 1 (satu) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan 

b r angku an. 

BAB VJ 

PENUTUP 

Pasal 8 

Pera uran Bupati inj mu! i berlaku p da tanggal diundangkan . 

Agar s tiap orang meng ahuinya, m m rintahk n 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pen mpatann a 

dalam B rita Daerah Kabupaten Bondo oso 

Diundangkan di Sando o o 
pada tanggal s Mo~l .;zo, B 

so 
pada tanggal 5 Ma t ~018 

BUPATIBONDO oso, }8-

l AMIN SAID HUSNI 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, 

BERlT DAERAH I 
NOMOR cill 

UPATEN BONDOWOSO T HUN 2018 

PO 


